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ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan
wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan
tersebut, maka diperlukan adanya upaya pendewasaan bagi para pihak yang
akan melaksanakan perkawinan, karena masalah kedewasaan tersebut sangat
berpengaruh terhadap kemampuan pasangan suami istri dalam membina
rumah tangga, yakni kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan memberi
nafkah lahir batin kepada isteri dan anak-anaknya maupun kemampuan dalam
mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya. Perkawinan yang
dilakukan pada usia muda pada umumnya minim persiapan secara fisik,
materi, maupun mental, sehingga sering menimbulkan gejala-gejala negatif
dalam rumah tangga. Apabila mereka mendapatkan permasalahan keluarga,
mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang akhirnya mereka tidak
mampu menjaga keutuhan rumah tangganya

Dalam  penelitian yang berkaitan dengan perceraian, penyusun
mengambil PA  Bantul sebagai obyek penelitian adalah ditemukannya
pasangan muda, usianya antara 15-25 tahun yang melakukan perceraian

Setelah penyusun melakukan penelitian dengan menggunakan metode

Jield reseach (penelitian lapangan) di Pengadilan Agama Bantul tahun 2002~

2004, maka diketahui bahwa masyarakat yang mengajukan perkara cerai yang
dilakukan oleh pasangan berusia muda, yakni antara usia 30 tahun sampai 25
tahun ke bawah, dengan usia perkawinan antara 0-5 tahun perkawinan.
Artinya, mereka melangsungkan perkawinan pada usia yang relatif muda,
yakni antara 15 tahun hingga 20 tahun, atau di bawah usia 25 tahun. y

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam menjawab permasalahan di
atas adalah| pendekatan normatif dan’ yuridis, -yakni/selain menggunakan
Ketentuan Hukum Islam berupa al-Qur’an, hadis, dan pendapat fuqaha, juga
menggunakan ketentuan perundang-undangan vyang berlaku di Indonesia
sebagai landasan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa
tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2002-
2004 merupakan implikasi dari rendahnya tingkat pendidikan dan taraf
perekonomian masyarakat, yang pada umumnya adalah masyarakat menengah
ke bawah. Sedangkan faktor dominan penyebab tingginya angka perceraian di
PA Bantul adalah faktor tidak ada tanggung jawab dan faktor tidak ada
keharmonisan. Jadi pasangan yang melakukan perkawinan di usia muda
sangat rawan dan berpotensi terjadinya perceraian. Hal ini dibuktikan melalui
data di PA Bantul pada tahun 2002-2004, pasangan yang bercerai antara usia
15-25 tahun sebanyak 409 atau sekitar 27 % dari 1515 perkara perceraian.
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan' merupakan sunnatulloh yang umum berlaku pada semua
makhluk-Nya. Hal ini merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT,,
sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan
memelihara hidupnya, setelah masing-masing pihak melakukan perannya
dalam mewujudkan tujuan perkawinan.”

Perkawinan merupakan salah-satu bentuk kecenderungan naluri
manusia, sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai
kedamaian, ketenteraman hidup serta menimbulkan rasa kasih sayang dalam
keluarga.

Islam kendati sangat memperhatikan masalah perkawinan dan
mendorong pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan, tetapi tidak berarti
bahwa ‘setiap orang’ diperintahkan untuk-segera melaksanakannya. Karena
tidak semua orang dianggap mampu dalam menciptakan keluarga yang damai,
aman dan tenteram.

Perkawinan merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk

. . 3
keluarga antara seorang pria dan seorang wanita.

! Penggunaan kata “perkawinan” disamakan dengan “pernikahan”, dimaksudkan
untuk memudahkan penyusun karena banyak referensi yang menggunakan kedua kata tersebut
dengan maksud yang sama.

* Slamet Abidin dan Aminuddin, Figh Munakahat, (Bandung: Pustaka Sctia, 1999),
1 9.



Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai beberapa sifat seperti;
tidak  dapat dilangsungkan tanpa persetujuan  pihak-pithak  yang
berkepentingan, mengikat hak dan kewajiban, sedangkan ketentuan-ketentuan
dalam persetujuan itu dapat diubah sesuai persetujuan masing-masing pihak.
Unsur perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang
dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama yang penuh rasa cinta kasih,
sehingga manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik. Sebagaimana

telah Allah tetapkan dalam firman-Nya:
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Ungkapan ayat tersebut menjelaskan bahwa suatu pernikahan
bertujuan untuk menegakkan keluarga’ yang sakinah, mawaddah dan rahmeh.
Maka untuk mewujudkan tujuan yang mulia ini harus didukung oleh adanya
kedewasaan dan kematangan, hingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada
mereka.

Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting artinya dalam
membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk

menghalalkan hubungan seksual, tetapi sekaligus merupakan perbuatan

7 Sayati Thalib, [ukum Kekeluargaan Indonesia, cet. ke-5 (Yogyakarta: Ul Press,

1986), him. 47.
T Ar-Rima (30); 21,
Kata “keluarga” disamakan dengan “rumah tangga”, dimaksudkan untuk

memudahkan penyusun karena banyak referensi yang menggunakan dua kata tersebut dengan
maksud vang sama,



hukum vyang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan
kewajiban bagi kedua belah pihak.°®

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 terdapat beberapa prinsip
dan asas perkawinan, salah satunya adalah calon suami isteri harus sudah
matang jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan dengan baik.
Oleh karena itu dalam undang-undang tersebut terdapat aturan batas usia
minimal untuk melangsungkan perkawinan, yakni 19 (sembilan belas) tahun
untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita."Di samping telah
mengatur adanya pembatasan usia perkawinan, UU No.1 Th.1974 tentang
perkawinan, juga memberikan adanya kemungkinan untuk melakukan
perkawinan di bawah usia ketentuan undang-undang dengan dispensasi kawin.
Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dart kedua orang tua.®

Dalam skripsi ini, penyusun memberi batasan tentang pengertian usia
perkawinan bukan melihat dari segi kebolehan undang-undang saja,
melainkan mengambill ketentuan umuridari pendapat Dadang Hawari, yakni
mengenai usia perkawinan dilihat dari Konteks kesehatan. Usia Perkawinan
yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pernikahan di bawah usia 20 (dua

puluh) tahun bagi wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun bagi laki-laki atau

° Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2()00),
him. 181,

" Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

8 Ihid., Pasal 6 ayat (2)



hanya salah satu (baik suami atau istri) yang menikah di saat usianya
mencapai batasan umur di atas.”

Perkawinan yang dilakukan pada usia muda pada umumnya minim
kesiapan baik secara fisik, materi, maupun mental, sehingga sering
menimbulkan gejala-gejala negatif dalam rumah tangga. Apabila mereka
mendapatkan permasalahan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari
emosi yang akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah
tangganya. Karena jiwanya belum matang uniuk menghadapt gejolak
permasalahan dalam rumah tangga, yang berakibat pada penyelesaian lewat
jalur perceraian. Begitu pula dengan data-data yang penyusun temukan di
Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2002-2004, perkara perceraian yang
dilakukan oleh pasangan yang berusia muda, yakni antara 15-25 sebanyak 409
perkara.

Masyarakat yang mengajukan perkara perceraian umumnya dilakukan
oleh pasangan berusia muda, yakni antara usia 30 tahun sampai 25 tahun ke
bawah, denganusiaperkawinan antara 0-5tahun perkawinan.

Suami isteri mempunyal kedudukan yang seimbang dan setara,
walaupun disadart ada perbedaan kewajiban satu sama lain dalam keluarga,
akan tetapt pada dasarnya perbedaan itu ada untuk saling melengkapi satu

- (
sama lain. '’

° Dadang Hawari, AL-Qur’an: Ilmu Kedokteran Jiwa, Kesehatan Jiwa, (Yogyakarta:
Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), him. 211

" Masdar F. Mas udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, cet. 1 (Bandung;
Mizan, 1997), him. 180.



Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami isteri terpenuhi, maka
dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya dapat terwujud.

Allah menjelaskan hubungan antara suami isteri dalam firman-Nya:
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Ayat tersebut merupakan petunjuk vyang bersifat umum dalam
pergaulan antar suami isteri, agar di antara mereka dapat bergaul secara ma’ruf
(baik). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek
psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga
tegaknya bahtera rumah tangga.

Masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-undang diatur
bahwa: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan
. , S : Ao ofeny 112 )
rumah tangga yang menjadi sendi dasar dart susunan masyarakat." ~ Dalam
rumusantedaksi yang berbeda Kompilasi Hukum dstam menyebutkan: “Suami
isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah,” dan rahmah 'yang” meanjadi ‘sendi dasar dari susunan

Tomg 113
masyarakat.

Hukum Islam maupun hukum nasional walaupun dengan tegas telah

menganjurkan masyarakatnya untuk membina dan memelihara keutuhan hidup

' An-Nisa® (4): 19.
"* Undang-undang Nomor | Talum 1974 tentang Perkawinan, Pasal 30.

B Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 77 ayat (1).
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berumah tangga, namun kasus perceraian tetap saja terjadi dan dapat dialami
oleh berbagai lapisan masyarakat.

Perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses di pengadilan, dan
hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali.
Sehingga dalam melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup untuk
dapat dijadikan landasan bagi suami dan istert untuk bercerai. Ketentuan ini
terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974. Pasal 115
Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian menegaskan: “Perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan
Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara perdata tertentu. Salah satu dari beberapa kewenangannya adalah
memeriksa, mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus perceraian.™

Berdasarkan data yang diterima Pengadilan Agama Bantul pada tahun
2002-2004, khususnya yang berkaitan dengan perceraian adalah sebagai
berikut; yakni pada tahun 2002 terdapat 547 perkara dari jumlah 621 perkara,
kemudian pada tahun 2003 terdapat 545 perkara dari jumlah 634 perkara, dan
pada tahun 2004 terdapat 621 perkara dari jumlah 692 perkara."” Kenyataan

inilah yang mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkajinya dalam

A, Mukti Atto, Prakiek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogvakarta:
Pustaka Pelajar, 1996), him. 1.

1> Wawancara dengan Bapak Drs. Noor Sukidi, selaku Wakil Panitera di Pengadilan
Agama Bantul, tanggal 17 Oktober 2005 di Pengadilan Agama Bantul,



wujud skripsi dengan judul: Implikasi usia perkawinan terhadap frekuensi

perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2002-2004).

B. Pokok Masalah
Penelitian yang penyusun lakukan didasarkan pada pokok masalah
yang penyusun rumuskan dalam bentuk pertanyaan: Bagaimana implikasi usia
perkawinan terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Bantul Tahun

2002-2004 7

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan.
Untulk menjelaskan bagaimana implikasi usia perkawinan terhadap

frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2002-2004.

2. Kegunaan.

a. Sebagat sumbangan perikiran terhadap masyarakat Kabupaten Bantul
pada khususnya dan‘umat islam Indonesia pada umumnya, agar lebih
mempersiapkan dirt . datam  melaksanakan| perkawinan dan dapat
menjaga keutuhan keluarga.

b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang

membaca skripsi ini dalam bidang hukum perkawinan dan perceraian.

D. Telaah Pustaka
Setiap perkawinan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah

tangganya, namun untuk mencapainya terkadang terhalang oleh beberapa



kendala yang dapat menimbulkan kerusakan rumah tangga, yakni perceraian.
Salah satu faktor kecenderungan yang sangat kuat mendorong terjadinya
perceraian adalah jika perkawinan itu dilangsungkan di usia masih muda. 16

Jika berbicara tentang masalah usia dalam perkawinan tidak ada
ketetapan vyang pasti mengenai seseorang diwajibkan untuk menikah.
Ketentuan al-Qur’an surat an-Nisa’ (4): 6 membahas usia perkawinan dengan
lafaz balag an-nikah disertai rusyd (kecerdasan). Barangkali pengertian yang
representative diajukan sehubungan dengan balag an-nikal adalah tercapainya
usia yang menjadikan seseorang siap untuk melaksanakan perkawinan, yakni
ihtilam (mimpi). ‘ulama sepakat mengartikannya sebagai mimpi dengan
keluarnya air_mani, yang selanjutnya menentukan ifitilam sebagai pertanda
kedewasaan bagi laki-laki, sementara bagi perempuan dimulai dengan haid."”

Yusuf Musa berpendapat bahwa usia dewasa itu setelah seseorang
berusia 21 tahun karena pada pemuda yang berusia sebelum itu biasanya
masih dalam tahap belajar dan kurang pengalaman hidup. 1

Berbeda dengan Fauzil Adhim, ia mengambil pengalaman Abrham H
Maslow-pendiri. alitan psikologi /Ammanistic, bahwa usia yang sudah
menginjak 18 atau 20 tahun, inilah saatnya berpikir tentang menikah dan

membina rumah tangga, it’s the time to think marriage. Maksudnya sejak

' William J Goode, Sosiologi [ukum, alih bahasa Hanoum Hasyim, cet. ke-2,
(Jakarta: Diaksara, 1985), him. 194,

"7 As-San’ani, Subul as-Salam (Beirut: Dar al-Kutub al-limiyah, t.1.), IT: 181

¥ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Penganiar Fukum Islam, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan
Bintang, 1975), hlm. 241,
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menikah itulah Maslow baru bisa merasakan bahwa hidup benar-benar
bermakna, melalui pernikahan kehidupan lebih terarah dan memiliki tujuan

. C B p P .
yang jelas.'"Maka dalam memutuskan untuk menikah, mereka (suami isteri)
siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik
yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan
dengan perlindungan serta pergaulan yang baik (mu’asyarall bil-ma’rul)
dengan isteri,*

Di samping itu Fauzil Adhim juga memberikan penjelasan tentang
sebab tidak berhasilnya pasangan yang menikah di usia muda (dint), yaitu:

Dalam beberapa kesempatan mengisi seminar tentang pernikahan dini

saya dihadapkan pada pertanyaan tentang sebuah hasil penelitian salah

satu tempat di Yogya, bahwa angka perceraian meningkat secara
signifikan karena pernikahan dini. Setelah saya telisik lebih jauh
pernikahan dini yang rentan terhadap perceraian adalah pernikahan
yang berlangsung karena “kecelakaan” (yang disengaja) hamil di luar
nikah atau yang dalam bahasa prokem lazim dikenal sebagai MBA

(married by accident).”!

Setiap perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga ‘yang. sakinah, mewaddah, “dan’ rahmah.. Maka untuk mewujudkan
tujuan perkawinan tersebut, diperlukan persiapan yang matang baik persiapan
moril maupun materil. Yakni kemampuan dalam hal memberi nafkah lahir

maupun batin, serta kemampuan dalam mengendalikan gejolak emosi yang

menguasai dirinya.

Y M. Fauzil Adhiny, /ndahnya Pernikahan Dini, cet. ke-2 (Jakarta: Gema Insani
Press, 2002), him. 22-23.

* Ihid., hlm, 111,

* Toid., him. 37.
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Penyusun mengetahui sedikitnya ada dua skripsi yang telah membahas
kasus perceraian di Pengadilan Agama Bantul. Pertama, skripsi yang berjudul
“Perancan  Kompilasi  Hukum Islam  terhadap — Penyelesaian  Perkara
Perceraian di PA Bantul””? Skripsi tersebut membahas tentang Peranan
Kompilasi Hukum Islam sebagai upaya penyeragaman bagi para hakim dalam
memutuskan perkara, dan digunakan sebagai sumber hukum bagi para hakim
dalam menyelesaikan perkara, khususnya perceraian di Pengadilan Agama
Bantul. Kedua, skripsi yang becjudul “Penerapan Alat Bukti Pengakuan
dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Zina di PA Bantul dari Th. 1997-
19987 Skripsi ini membahas tentang zina sebagai salah satu alasan terjadinya
perceraian di Pengadilan Agama Bantul dan dalam memeriksa perkara
perceraian dengan alasan zina menggunakan alat bukti pengakuan dari pihak
tergugat.

Skripsi yang penyusun susun ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang
telah disebutkan di atas. Yaitu didasarkan pada penelitian tentang mengapa
dan sejauh) mana. usia perkawinan pada 'masyarakat Kabupaten Bantul
berpengaruh terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Bantul

Tahun 2002-2004.

2 Albani, “Peranan Kompilasi Hukum Islam terbadap Penyelesaian Perkara
Perceraian di PA Bantul”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah JAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (1998).

* Nurmaisah, Penerapan Alat bukti Pengakuan dalam Perkara Perceraian dengan
Alasan Zina di PA Bantul”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah TAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (1999).



K.

Kerangka Teoretik

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menyebutkan bahwa:
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat
kuat atau misagan galiza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah." Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan yang telah

Allah gariskan dalam firman-Nya:
M Aade Bl (S Odorly ams (U @St il A3y 44l oS

Islam pada prinsipnya memberikan berbagai ketentuan untuk mengatur
berfungsinya rumah tangga yang penuh dengan rasa kedamaian, cinta kasih
dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur tersebut diperlukan guna menggapai
tujuan pernikahan yang sangat agung, yaitu ibadah kepada Allah.

Tujuan di atas tidaklah mudah untuk diwujudkan begitu saja, karena
berbagai masalah kehidupan keluarga sering kali datang mewarnai. Sehingga
perlu adanya kesiapan, baik secara fisik, materi maupun mental, dari calon
suami isteri sebelum menempuh kehidupan berumahtangga yang sakral.

Perkawinan pada dasarnya adalah sesuatu yang indah, namun di dalam
menjalani-kehidupan setelah sahnya perkawinan tidak jarang kandas di tengah
jalan, dan hancur berantakan karena mereka tidak mampu mempertahankan
rumah tangganya.

Perkawinan yang dilakukan pada usia muda pada umumnya minim

kesiapan secara fisik, materi maupun mental, sehingga sering menimbulkan

# An-Nisa (4); 21.
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gejala-gejala negatif dalam rumah tangga. Apabila mereka mendapatkan
permasalahan keluarga, mereka tidak mampu menahan diri dari emosi yang
akhirnya mereka tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangganya. Oleh
sebab itu adanya kebiasaan kawin pada usia muda harus ada pertimbangan
khusus. Artinya, apabila perkawinan hanya menimbulkan kerusakan, maka
perkawinan pada usia muda tersebut harus dihindarkan. Sesuai dengan qaidah

usul figh:
B

Berpijak dari sinilah maka diperlukan adanya upaya pendewasaan bagi
para pihak yang akan melaksanakan perkawinan, karena masalah kedewasaan
tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan’ pasangan suami isteri
dalam membina rumah tangga.

Undang-undang No.1/1974 mengatur tentang batas usia perkawinan,
yakni minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita sebagaimana
tercantum ‘dalam "Pasal 7 ayat (1), Dalam Pasal ‘6 ‘ayat (2) disebutkan pula
bahwa jika belum berumue 271 tahun, maka calon pengantin diharuskan

mendapatkan izin dari orang tua (wali) yang diwujudkan dalam bentuk surat

% Asmuni A. Rahman, Qa’idah-ga’idah Figh, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),
him. 85,

* Kemampuan dalam hal ini mencakup kemampuan dalam menerima hak dan
kewajiban (Ahliyvah al-Wujub), dan kemampuan dalam berbuat (dhlivyah al-Ada’y. Dasar
dari Ahliyyah al- Wujub adalah kemanusiaan, artinya selama sescorang masih hidup maka ia
memiliki kemampuan dalam menerima hak dan kewajiban. Sedang dasar dari dhliyyah al-
Ada’ adalah berakal atau tidaknya seseorang, artinya kedewasaan (bulug) yang dijadikan
ukurannya, dan tanda-tanda dari segi usia adalah pada usia lebih kurang 135 tahun. 'Abd al-
Wahhab Khallaf, Tm al-Usul al-Figh (ttp.; Dar al-Tlm, 1978), him. 233-240.



izin sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan bagi
calon pengantin yang berusia di bawah ketentuan tersebut harus memperoleh
dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan ini dimaksudkan agar calon
pengantin sudah masak jiwa raganya. Karena kedewasaan calon pengantin
ditentukan oleh usia dan kematangan jiwa individu.”’

Batas usia kedewasaan dalam Islam secara umum dapat didasarkan

pada nas-nas sebagai berikut:

gl 1geisls It gt il OB SN gl 130 e adl sl
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Berdasarkan ketentuan umum tersebut, fugala’ menetapkan batas
kedewasaan baile berdasarkan ciri-ciri {isik- maupun, batas usia. Secara fisik,

para ahli figh sepakat bahwa seseorang dikatakan mukallaf (balig) ketika

*' Soewmiyati, Hukwm Perkawinan Istam  dan  Undang-undang  Perkawinan,

(Yogyakarta: Liberti, 1986), him. 30.

# An-Nisa' (4); 6.

¥ Al-An‘am (6): 152,

% Muhammad bin Yazid Abi'Abd Allah Tba Majah al-Qizwaini, Sunan [bn Majah
(Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 566-567, hadis nomor 1867, "Kitab an-Nikah," "Bab Ma Ja'a {i

Fadli an-Nikah." Hadis dari 'Abd Allah bin Amir bin Zurarah dari 'Ali bin Mushir dari Al-
A'masy dari Ibrahim dart Alqamah bin Qais.
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sudah keluar mani, haid atau hamil.”' Apabila tanda-tanda itu tidak dijumpai

pada anak, maka fugaha'sepakat menjadikan umur sebagai ukuran, dalam hal

ini terdapat perbedaan pendapat mengenai batas usia seseorang dianggap

sudah dewasa, antara lain:

a. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah menentukan batas masa dewasa adalah
pada usia 15 tahun, baik bagi pria maupun wanita.”

b. Imam Malik berpendapat bahwa kedewasaan antara pria dan wanita adalah
sama pada usia 18 tahun.™ |

c. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia kedewasaan bagi pria adalah 18
tahun dan bagi wanita 17 tahun.”

d. Kamal Mukhtar berpendapat bahwa layaknya seorang pemuda untuk
menikah didasarkan pada redaksi kata “asy-Syabal?’” yang menurutnya

adalah antara usia 25 dan 31 tahun.*®

- Muhammad (ALl as-Sabuniy Rawa'i al-Bayaa-ii Talsir Ayat al-Abkam min al-

Qui'an (ttp.: tap., 1), T 212,

¥ Abd al-Qadir 'Audah, ALTasyr” al-Jinat al-dslami, cet. T (Kairo: Dar al-
"Urubah, 1963), . 603,

> Thid.
M Mubammad Ali as-Sayis, Tafsir Ayat al-Alkam (ttp.. Mubamumad Ali Sabih,
1963), 111 185,

sampai pada usia 30 tahun, di atas tersebut menurut al-Qurtubi disebut “al-kahl”. Sedang pada
redaksi “al-Ba’ah” menurut an-Nawawi adalah kemampuan dalam berijma’ dan biaya
perkawinan. As-Syaukani, Nail al-Autar (ttp: Mustafa al-Babi al-Tlalabi wa Auladih, t.t.),
VI 115

¥ Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet. I (Jakarta:
Bulan Bintang, 1993), hlm. 41.



15

e. Sarlito Wirawan Sarwono, sebagaimana dikutip Abu Al-Ghifari,
berpendapat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki
hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun bagi wanita
dan 25 tahun bagi pria. Hal ini diperlukan karena zaman modern menuntut
untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari
segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.”’

f. Para ahli ilmu jiwa agama menilai bahwa kematangan beragama pada
seseorang tidak terjadi sebelum usia 25 tahun.*®

Perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut
menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan,
terutama dalam berkeluarga. Menurut kondisi Indonesia sekarang ini, usia
yang tepat bagi seseorang untuk menikah ialah sekurang-kurangnya 20 tahun
bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.* Hal ini disebabkan sebelum usia tersebut
calon suami isteri perlu mempersiapkan diri sebaik-baiknya, sehingga pada
usia tersebut mereka diharapkan akan mampu membina rumah tangganya
dengan baik sesuai dengan ketentuan agama dan jauh dari perceraian, karena
pada’ dasarnya perceraian dalam ‘Islam “dilarang, ini dilihat dari sabda

Rasulullah SAW.:

37 Abu Al-Ghifari, Badai Rumah Tangga, cet. I (Bandung: Mujahid Press, 2003),
him. 132.

3% Helmi Karim, “Kedewasaan untuk Menikah”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan
HA. Hafiz Anshary AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus,
1996), 11: 70.

3 Batasan usia tersebut pada dasarnya tidak selalu cocok untuk setiap wilayah di
dunia, akan tetapi didasarkan dengan masa dan kondisi yang ada. /bid,, hlm. 71.
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Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif
terakhir, yang boleh ditempuh apabila keutuhan keluarga tidak dapat
dipertahankan lagi.

Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya
dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,
dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, sehingga dapat
dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan isteri tidak ada
harapan lagi untuk hidup sebagai suami isteri.”!

Islam dalam kasus perceraian tidak memihak atau mensuperiorkan
pihak-pihak tertentu. Suami maupun isteri diberikan hak yang sama untuk
melakukan inisiatif perceraian apabila harapan rumah tangga yang harmonis
tidak mungkin lagi tercapai. Hak suami dalam mengajukan perceraian adalah
dengan talak (cerai talak), sedang isteri memiliki hak mengajukan perceraian
berupa khulu " (gugat cerat).

Hukum Islam maupun hukum nasional pada prinsipnya memegang
asas mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian merupakan alternatif

terakhir atas permasalahan antara suami dan isteri, setelah ditempuh usaha-

40 Abu Dawud, Sunan Abi Dawud (Beirut: Dr al-Fikr, t.t.), II: 225, hadis nomor
2178, "Kitab at-Talaq," "Bab fi Karahiyah at-Talaq." Hadis dari Kasir bin 'Abid dari
Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Wasal dari Muharib bin Disar dari Ibn "Umar.

41 UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
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usaha perdamaian di antara kedua belah pihak. Sehingga sebelum terjadinya
talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah
pihak. Yaitu terlebih dahulu melalui jalur musyawarah, bila tetap tidak
menemukan jalan ‘temunya, dapat pula dengan jalan menunjuk hakam (juru

damai). Dalam hal ini al-Qur’an memberi petunjuk dalam firman Allah:

O gl o LSy alal 0 LS 1t Login BlAS oxist Ol
2 ot Lagle 0I5 ) 01 Pligiy & 55 wl-Do) 1y

Usaha perdamaian dengan musyawarah maupun melalui juru damai
merupakan sebuah gambaran bahwa perceraian bukanlah solusi yang mesti
dipilih, karena hanya akan menimbulkan dampak negatif. Islam tidaklah
menghendaki kemadaratan bagi umatnya, karenanya kemadaratan itu wajib

dihilangkan. Sebagimana hadis Nabi:

Pl Ny 2N

Hadis di atas secara khusus dimaksudkan untuk menghilangkan suatu
kemadaratan untuk memelihara kepentingan umum yang menjadi tujuan

utama hukum syari'at.** Sehingga pencegahan terhadap hal-hal yang bersifat

42 An-Nisa’ (4): 35.
3 Asmuni A. Rahman, Qa idah-qa’idah figh, him. 97.

* Yusdani, Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktuvalisasi Hukum: Kajian
Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi, cet. I (Yogyakarta: Ul Press, 2000), him. 62-63.
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madarat lebih dikedepankan dari pada menarik suatu kemaslahatan.

Sebagimana qaidah usul figh:

BELAl Clor e puie waldli ¢ 5

Langkah awal menyelamatkan perkawinan sebenarnya bukan
dilakukan setelah perkawinan terbentuk, tetapi dilakukan sebelum perkawinan
itu terjadi. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, salah satunya

adalah dengan adanya kesiapan calon mempelai dalam berumah tangga.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research), dengan mengambil objek penelitian di Pengadilan Agama
Bantul. Sedang sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu
penelitian yang menjelaskan realitas yang ada dan menganalisis penyebab
perceraian di Pengadilan Agama Bantul.

2.~ Sumber Data.
Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.”® Sumber
data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data

sekunder,”’” yang antara lain:

* Asmuni A. Rahman, Qa ‘idah-qa’idabh. ..., him. 29,

* Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Prakiek, cet. ke-12
(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), him. 107.

7 Data utama (primer) penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya
adalah data tambahan (sekunder). Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet ke-
17 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), him. 112,
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a. Data Primer.

Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bantul, berupa
laporan tahunan, buku register induk perkara dan interview
(wawancara).

b. Data Sekunder.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, karya-
karya ilmiah dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian
skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

a. Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data dengan
menelusuri data, dengan menggunakan pedoman wawancara tidak
terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar
yang akan ditanyakan.**Dalam penelitian ini yang diwawancarai
adalah hakim, panitera di Pengadilan Agama Bantul, tokoh
inasyarakat, dan informan lainnya.

b. Observasi, yaitu pengamatan yang penyusun lakukan terhadap suatu
kejadian, = dengan - cara merckam, ‘menghitung, mengukur dan
mencatatnya.49

4. Pendekatan Penelitian.
Pendekatan-pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini

adalah:

*8 Quharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian., hlm. 202.

* Ibid., him. 204.
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a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dengan tolok ukur tata aturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif),
yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian.

b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan tolok ukur
norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur’an, hadis,
gaidah-gaidah ushul figh, serta pendapat ulama yang berkait dengan
masalah yang dibahas.

5. Analisis Data.

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi
terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan dengan metode
kualitatif®® Artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data tentang
sebab-sebab terjadinya perceraian berdasarkan kualitas, dengan tujuan
untuk dapat memahami implikasi usia perkawinan terhadap terjadinya

suatu perceraian.

G. Sistematika Pembahasan
Penyusun dalam skripsi ini menggunakan pokok-pokok pembahasan
yang mempunyai keterkaitan antara pembahasan satu dengan yang lain untuk
menghasilkan pembahasan  yang runtut. Sehingga dalam penyusunannya
dibagi beberapa bab, yang setiap bab terdiri dari sub bab. Adapun

perinciannya sebagai berikut:

% Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi lmu Hukum
(Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.
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Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menguraikan aspek-aspek
utama dalam penelitian ini yaitu meliputi latar belakang masalah, pokok
masalah untuk mgnghindari diversitas pemahaman, tujuan dan kegunaan
penelitian yang diharapkan dalam penulisan ini sehingga tidak menjadi
kegiatan tanpa manfaat, telaah pustaka untuk menunjukkan bahwa penelitian
ini unik dan belum pernah dikaji, kerangka teoretik yang berfungsi sebagai
cara pandang dan pemandu dalam penelitian ini, kemudian metode penelitian
yang memandu secara teknis dalam penelitian ini dan yang terakhir
sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang perkawinan dan
perceraian. Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum
tentang ketentuan perkawinan dan perceraian dalam sudut pandang yuridis
maupun normatif. Pada tinjauan tentang perkawinan berisi tentang pengertian
perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan dan prinsip-
prinsip perkawinan serta batasan usia perkawinan. Sedang pada tinjauan
tentang perceraian berisi tentang pengertian perceraian, bentuk-bentuk
perceraian dan alasan-alasan perceraian.

Bab ketiga membahas kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan
Agama Bantul Th.2002-2004. Pembahasan ini meliputi letak geografis
Kabupaten Bantul, Gambaran umum tentang PA Bantul, data perceraian di PA
Bantul tahun 2002-2004, serta faktor penyebab terjadinya perceraian dikaitkan

dengan usia perkawinan.
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Bab keempat merupakan analisis terhadap pokok masalah, yaitu
tentang implikasi usia perkawinan terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan
Agama Bantul Th. 2002-2004. Bab ini difokuskan untuk mengetahui implikasi
usia perkawinan terhadap terjadinya perceraian di PA Bantul.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran yang dituangkan dalam bab

kelima, yang merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.






BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian tentang implikasi usia perkawinan
terhadap frekuensi perceraian di Pengadilan Agama Bantul tahun 2002-2004
serta memadukan dengan bahan kepustakaan, maka dapat penyusun ambil
kesimpulan sebagai berikut:

Kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh pasangan usia muda
sering kali berdampak negatif. Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh
pasangan usia muda berpotensi menimbulkan perceraian, hal ini dibuktikan
oleh penyusun berdasarkan data yang diterima di PA Bantul pada tahun 2002-
2004, yakni pasangan yang bercerai antara usia 15-25 tahun sebanyak 409
atau sekitar 27 % dari 1515 perkara perceraian, dengan usia perkawinan antara
0-5 tahun perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih
berusia muda pada umumnya minim kesiapan baik secara fisik, materi,
maupun mental. Perkawinan usia muda walaupun.di satu sisi mendatangkan
kebaikan, tetapi juga mendatangkan kemadaratan yang lebih banyak. Untuk
itu perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia muda, terlebih lagi
perkawinan di bawah ketentuan undang-undang yang lebih benyak berdampak
negatif sebaiknya dihindari atau setidaknya diminimalisir guna mencegah

kemadaratan yang lebih luas.

97
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B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penyusun uraikan di atas,

selanjutnya penyusun menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1.

Perlu peran aktif dari pejabat pemerintah (yang terkait) kabupaten Bantul
untuk melakukan upaya preventif dengan mengadakan sosialisasi
perundang-undangan dan mengadakan penyuluhan hukum, khususnya
tentang lembaga perkawinan harus lebih sering dilakukan, agar masyarakat
memiliki kesadaran hukum.

Peran aktif dari orang tua sangat penting adanya, dalam hal mendidik serta
mengawasi perkembangan anaknya, agar tidak terjerurhus pada perbuatan

yang melanggar norma-norma agama.

. Hendaknya majelis hakim di lingkungan Pengadilan Agama khususnya di

PA Bantul, agar lebih banyak memberikan nasehat-nasehat dalam
mendamaikan kedua belah pihak sebagai suami isteri supaya membatalkan

niatnya untuk bercerai.
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